
PROVINSI MALUKU

BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR &STAHUN 2A15

TENTANG

PETUNJUK TEKNI S PELAKSANAAN I NVENTARI SASI / S EN SU S

BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BURU

Menimbang

Mengingat 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

: a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 17 Tahun 2OA7 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan

Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2OO7

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kabupaten Buru, perlu menyusLrn Petunjuk Teknis

Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten

Buru yang ditetapkan dengal Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten

Buru;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tarr'bahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a286);

2.



3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesi Tahun L999 Nomor 174,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3395) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46

Tahun lggg tentang Pembentukan Provinsi Maluku

Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOO Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Ind"onesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 206, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39521;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4.

6.

7.



9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6la\;

12. Peraturan Pemerintah Nomot 27 Tahun 2Ol4 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

13. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 13 Tahun

20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2OlI tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2OA7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang

Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun

2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun

2OO7 Nomor 42);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43

Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2OO7

Nomor 43);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun

2An tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keda

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru

Tahun 2Ol2 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun

2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2OL4

Nomor 03);

19. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI/SENSUS

BARANG DAERAH KABUPATEN BURU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Buru.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.

6. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya

disingkat BPKKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan

Daerah Kabupaten Buru.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Buru selaku pengguna anggaran/pengguna barang



8. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan

prinsip Negara persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah

d,anlata:u Desa, terdiri dari Pemerintah Provinsi kepada

KabupatenlKota danf atau Desa serta dari Pemerintah KabupatenlKota

kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaarrrrya kepada

yang menugaskan disertai dengan pendanaan dan tenaga ahli.

Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Buru maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah

baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-

bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai,

dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-

tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Inventarisasi/ Sensus Barang Daerah adatah kegiatan inventarisasi yang

dilaksanakan secara khusus dan menyeluruh untuk mengakuratkan

pelaksanaan penc atatan semua barang milik daerah Kabupaten dan

barang Provinsi serta barang inventaris milik Negara yang

d.igunakan/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Buru dengan cara

pencocokan data yang belum tercatat, serta melakukan Verifikasi

sehingga diperoleh data yang lengkap dan terinci sesuai dengan

kenyataan yang sebenarnYa.

Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang

berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan

barang milik daerah.

Pembantu Pengelola Barang Daerah adalah Kepala Badan Pengelola

Keuangan Dan Kekayaan Daerah sebagai pejabat yang bertanggung

jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah

yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pengguna Barang Daerah adalah Kepala SKPD sebagai pejabat

pemegang kewenangan penggunaan barang daerah.

9.

10.

11.

t2.

13.

14.



15. Kuasa Penggunaan Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat

yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah

yang berada dalam penguasaannya.

16. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas

untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada

disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah lUnit kerja-

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman

SKpD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru dalam pelaksanaan

Inventarisasi/Sensus Barang Milik Pemerintah Kabupaten Buru Tahun

2015.

Tfrjuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna meningkatkan

tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah dan untuk

mendapatkan data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan'

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 3

Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru berkewajiban

melaksanakan dan mensukseskan kegiatan Inventarisasi/Sensus

Barang Milik Daerah Tahun 2015.

pelaksanaan Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2Ol5

meliputi seluruh barang inventaris baik tanah danlatau bangunan

maupun selain tanah d,anlatau bangunan yang berada dan dikelola

oleh daerah.

petunjuk teknis pelaksanaan Inventarisasi/Sensus barang milik daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1.

2.

1.

2.

3.



BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan

pelaksanaan yang berkaitan dengan Inventarisasi/Sensus barang daerah

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti

sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru'

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 18 Mei 2Ol5

RU}.

UMASUGI

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 18 Mei 2Ol5
I

lsBr<ReTARIS DAERAHFI KABUPATEN BURUL

UL ADJID SOULISA

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 201,5 NOMOR }6



Cakupan data SKPD/Unit KerjalBUMD meliputi akumulasi organisasi

kerj a dibawahnya secara berjenj ang;

Untuk mempermudah proses pembuatan KIR (Lampiran III), KIB

{Latmpiran IV), BI {LamLpiran V), RBI (Lampiran VI) dan penatausahaan

Barang Daerah pada umummnya maka Tim Teknis pada tingkat

SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit Kerja dapat menggunakan Sistem

Informasi Pengelolaan Barang Daerah dibawah koordinasi Bidang Aset

Dinas PPKAD.

Tim teknis sKPD/BUMD/Unit Kerja/sub UnitKerja menyerahkan

KIB, KIR, BI, RBI kepada pimpinan masing-masing selaku Pengguna

Bar ang / Kuasa Pengguna Bar ang.

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengkoordinir

pemeliharaan/pemutakhiran data sesuai mutasi barang daerah serta

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pada umumnya

yang ada pada masing-masing SKPD/Unit kerja.

3.5. Jadwal Pelaksanaan

3)

4)

s)

6)

NO KEGIATAN

I II III IV I il ilI v I il
1 Persiapan

2 Sosialisasi Kegiatan

3 PEngisian format oleh tim Teknis
TingkatSKPD/Unit
Keri a / BUMD / Kelurahan / Sekolah

4 Verifikasi Oleh Tim Verifikasi
Sensus Barang Daerah

5 Revisi Formulir sesuai hasil
verifikasi

6 Pengentrian Data ke dalam Sistem
Informasi Barang Daerah

7 Pencetakan BII dan RBII

8 Penyampaian Laporan Hasil Sensus

4. PENUTUP
Demikian Petunjuk teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.


